PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN

Nomor : §6/8060M [/ g/ x1/ A0lg

Nomor : 3‘36/4 - Ogo/uMg/)d /209
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun 2019 (Dua Ribu
Sembilan Belas),
Yang bertanda tangan dibawah ini :

K

Dra. Endang Gunaisah, M.Si, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan
Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan
dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Sorong, beralamat, Jl. Kapittan
Pattimura Tg. Kasuari Suparuw, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

Dr. H. Hermanto Suaib, M.M, Rektor Universitas Muhammadyah Sorong,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadyah
Sorong (UMS) yang berkedudukan di Kota Sorong, beralamat di JL
Pendidikan No 27, Kabupaten Sorong-Papua Barat untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang
menyelenggarakan pendidikan professional/vokasi program diploma (D-III)
dibidang perikanan dan kelautan lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas yang menyelenggarakan
Pendidikan Tinggi Stara satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sorong yang
merupakan Perguruan Tinggi di Indonesia yang berada di Kota Sorong Papua
Barat. Universitas Muhammadiyah Sorong merupakan Universitas swasta
milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Kota Sorong Provinsi
Papua Barat. Awal pendirian berupa sekolah Tinggi Ilmu Admistrasi Negara
(STIA) Al- Amin Sorong pada tanggal 30 Oktober 1984 berdasarkan SK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0519/0/1984, dan Seiring dengan
perkembangan , pada tanggal 20 Desember 2002 melalui surat Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 264/D/0/2002 secara resmi menjadi Universitas
al-Amin Sorong dan pada tahun 2013 terjadi perubahan nama dari

‘Universtas Al-Amin Sorong menjadi Universitas Muhammadiyah Sorong (UM
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Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjajian kerjasama ini akan
ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan.
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Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini dilakukan

sekurang-kurang 1(satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA
PIHAK.

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK
dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
Keadaan Kahar

Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini
yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA
PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal,
perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan
negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung
berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau
pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara
material.

Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud
berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b)
tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak
tersebut.

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya
secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya
Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7
(tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan
Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan
upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang
mengirimkan pemberitahuan.

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan
kewajibannya sesuai Perjanjian.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar,
pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan

Dipindai dengan CamScanner



\m mnrlm pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak
Mwo. Kndn.n Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender

! pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini.

. dalam jangkn waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada
n dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui

d: Koudun Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang

Amlh pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus
(S Mibmnya sesuai Perjanjian ini.

K.eadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh

maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu

keberatannya diselesaikan melalui mekanisme

‘ lebaglimana diatur dalam Petjanjian ini.
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